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      Emas dan Perak adalah dua logam mulia yang sering dijadikan simbol dari 
kekayaan bukan digunakan sebagai perhiasan saja tetapi juga digunakan sebagai 
investasi. Konsumsi emas di Indonesia mayoritas digunakan sebagai 
emasperhiasan. Dari data WorldGoldCouncil, konsumsi emas untuk perhiasan 
adalah 95% dari keseluruhan emas di Tanah Air.Membeli emas disertakan dengan 
adanya surat perhiasan, sehingga jika surat itu hilang maka tidak bisa membuat 
surat itu kembali. Tanpa surat harga emas bisa turun, karena surat emas tersebut di 
gunakan sebagai tanda bukti kepemilikan emas.Tanpa adanya surat emas maka 
harga emas akan turun bahkan ada juga toko emas yang tidak menerima menjual 
emas tanpa surat dipasar Kota Agung Tanggamus.berdasarkan latar belakang 
masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana 
penetapan harga jual emas tanpa adanya surat pada beberapa toko emas di pasar 
Kota Agung, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual 
emas tanpa surat pada toko emas di pasar Kota Agung.Tujuan dari penelitian 
adalah, Untuk mengetahui penetapan harga jual emas tanpa surat pada beberapa 
toko emas di pasar Kota Agung, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam 
terhadap potongan harga emas tanpa adanya surat.Penelitian ini adalah penelitian 
(field research) atau penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari kegiatan 
lapangan hal ini dengan turun langsung mengamati serta melihat langsung praktik 
di Pasar Kota Agung. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data 
observasi, wawancara dan pengamatan, kemudian peneliti melakukan analisis 
dengan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir 
menggunakan metode induktif. Data primer diperoleh langsung dari responden 
mengenai pelaksanaan jual beli potongan harga jual emas tanpa surat, sedangkan 
data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya 
diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
dalam praktik potongan harga jual emas tanpa suratbelum sesuai dengan Hukum 
Islam karena dalam pelaksaannya terdapat salah satu pihak yang dirugikan, 
sedangkan dalam jual beli tidak boleh ada unsur keterpaksaan dan keraguan, dan 
ada unsur suka rela.Hal ini pula masuk kedalam unsur riba karena didalam 
praktiknya pihak toko mengambil banyak keuntungan dari harga penjualan emas 
pada umum nya, dan merugikan pihak yang menjual emas, dan terdapat unsur 
gharar didalam praktiknya yaitu ketidak jelasan kedua belah pihak pada saat 
transaksi jual beli diawal pembelian emas, toko emas tidak menjelaskan tentang 
pentingnya surat dan akibat jika surat itu hilang. Dan juga ada keraguan oleh 
pihak toko kepada penjual emas terhadap emas yang akan dijual tersebut, apakah 
memang benar emas yang akan dijual adalah emas miliknya sendiri atau emas 
hasil curian, karena setiap penjual emas selalu berargumen bahwa emas tersebut 
miliknya.Dalam pandangan Ulama emas dan perak dikenal sebagai 
amwalribawiyah (barang ribawi), maka dari itu dalam jual beli emas diharuskan 
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A. Penegasan Judul 
            Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 
memudahkan memahami proposal ini, maka diperlukan  adanya uraian 
terhadap   penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 
dengan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan 
terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang 
digunakan. Di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan 
terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu “Penetapan 
Harga Jual Emas TanpaSurat Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi 
Pada Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus). 
  Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah: 
1. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, 
pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya) atau tetapan suatu yang 
tidak dapat diubah, permanen.
1
 
2. Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, 
jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan 
untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.
2
 
3. Jual Beli dalam bahasa Arab sepadan dengan kalimat ba‟i dari kata 
dasar ba‟a-yabi‟u-ba‟i yang artinya secara bahasa berarti menerima 
                                                             
     
1
 Departemen Pendidikan Nasioanal. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa), 
h. 1457. 
     
2
 Ibid, h. 482. 
2 
 
sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Adapun secara isilah ba‟i 
yaitu saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. 
4. Emas merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak manfaat 
yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Lantaran kelangkaan dan 
keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai 
tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu.  Dari sisi ini, Syariat 
memandang emas dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya 
sebagai suatu kekayaan alam yang hidup.
3
 
5. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang 




6. Hukum Islam adalah seperangkat  peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 
diakuai dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. 
      Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, 
dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul 
skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang potongan 
harga terhadap jual emas tanpa surat  di pasar Kota Agung Tanggamus. 
 
 
                                                             
     
3
 Yusuf Qsardawi, Hukum Zakat,(Bogor:Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 242. 
     
4
 Raminto dan Septi Antik Winarsih, Manajemen Pelayanan, (Yogyakara: Pustaka Belajar, 
2005), h. 2. 
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B. Alasan Memilih Judul 
     Adapun alasan memilih judul “ Penetapan Harga Jual Emas Tanpa 
Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam  ”(Studi Kasus Toko Emas di pasar 
Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)” adalah 
sebagai berikut: 
1. Alasan Obyektif 
Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, karena yang melakukan 
penelitian tentang Penetapan harga jual emas tanpa surat ini masih 
sangat terbatas, sebagian hanya membahas mengenai hukum jual beli 
emas, dan kredit emas.  
2. Alasan Subyektif 
Judul ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada 
jurusan hukum Islam, yang diperkuat referensi, maupun media 
elektronik lainnya. 
Referensi cukup tersedia yaitu Al-Qur‟an dan Hadits buku-buku Fiqh 
Muamalah yang terkait, Karya Ilmiah, Artikel dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian 
mudah dijangkau karena lokasi tersebut adalah pasar tradisional 
memang menjadi pusat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
dengan transaksi jual beli. 
C. Latar Belakang Masalah 
     Masyarakat Arab pada masa Rasulullah, melakukan kegiatan tukar 
menukar dengan emas dalam bentuk „dinar‟ dan perak dalam bentuk 
4 
 
„dirham‟. Kedua mata uang ini mereka peroleh dari kerajaan-kerajaan 
tetangga yang besar. Dinar dipakai pada kebanyakan penduduk kerajaan 
Romawi Bizantium, sedangkan dirham pada kerjaan Persia. Dirham ini 
mempunyai banyak timbang , besar dan kecil, ringan dan berat. Karena itu 
penduduk Makkah pada zaman Jahiliyah tidak mempergunakannya secara 
menyeluruh. Tapi mereka mempergunakannya dalam timbangan semacam 
potongan atau leburan perak. Mereka mempunyai timbangan-timbangan 
yang mempunyai nama khusus. Diantaranya „rithl‟ (12 uqiyah), sedangkan 
1 uqiyah seharga 40 dirham. Dan „nasy‟ (20 dirham atau ½ uqiyah), dan 
„nawat‟ seharga 5 dirham.
5
 
     Nabi Muhammad S.A.W., menetapkan untuk memakai timbangan mata 
uang Makkah, seperti dalam sabdanya: “Timbangan adalah timbangan 
mata uang penduduk Makkah.” Dan beliau mewajibkan zakat harta dalam 




     Emas dan Perak adalah dua logam mulia yang sering dijadikan simbol 
dari kekayaan bukan digunakan sebagai perhiasan saja tetapi juga 
digunakan sebagai investasi. Konsumsi emas di Indonesia mayoritas 
digunakan sebagai emasperhiasan. Dari data World Gold Council, 




                                                             
     
5
 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, h. 243-244. 
     
6
 Ibid., 
     
7
 Ella Syafputri, Investasi Emas, Dinar, dan Dirham, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h, 51-52. 
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     Membeli emas disertakan dengan adanya surat perhiasan emas dalam 
bentuk kwitansi sehingga jika surat itu hilang maka tidak bisa membuat 
surat itu kembali. Tanpa surat harga emas bisa turun, karena surat emas 
tersebut digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan emas. Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap turunnya harga jual emas ketika surat 
hilang,bahkan ada juga toko emas yang tidak menerima menjual emas 
tanpa surat, yang mana surat menjadi penentu hak kepemilikan.Emas dan 
Perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal ribawiyah (barang 
ribawi)
8
.Asal makna „riba‟ menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). 
Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara‟ adalah akad yang 
terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya 
menurut aturan syara‟, atau terlambat menerimanya.  
Dijelaskan dalam Q.S . Al-Baqarah: 275 
ِلكَ ا ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ  ذََٰ بَِأن َُّهْم  لَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي ا يَ َتَخبَّطُُو الشَّ
َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا  َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا  َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة  ِمْن َربِِّو َفانْ تَ َهىَٰ فَ َلُو َما َقاُلوا ِإَّنَّ
ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر  ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَن             َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اللَِّو  َوَمْن َعاَد َفُأولََٰ
 Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 
                                                             
     
8
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     Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan 
yang mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan misalnya 
garam. Jual beli barang tersebut, kalau sama jenisnya seperti emas dengan 
emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat: tunai, serah terima, 
dan sama timbanganya.  
Dalam sebuah hadits dijelaskan, sebagai berikut: 
Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, 
dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda: 
ِعرِي َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر َوالْ  ِعرُي بِالشَّ َىِب َواْلِفضَُّة بِاْلِفضَِّة َواْلبُ رُّ بِاْلبُ رِّ َوالشَّ َىُب بِالذَّ  ِمْلُح بِاْلِمْلِح الذَّ
ُعْوا َكْيَف ِشْئُتْم ِإَذا َكاَن َيًدا بَِيدَسَواًء ِبَسَواٍء، َيًدا بَِيٍد،َ ِإَذا ِمْثاًل ِبِْثٍل،   اْختَ َلَفْت َىِذِه ْاأَلْصَناُف َفِبي ْ
Artinya: "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 
gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam 
dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara 
tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan 
secara tunai.”( Hadits riwayat Muslim)9. 
Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk mengambil 
judul “Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat dalam Tinjaun Hukum 
Islam”, yang mana dijelaskan hadits di atas, dalam jual beli emas harus 
sama, sejenis, dan tunai, atau dengan kata lain harus seimbang atau 
sebanding. Namun dalam penjualan emas tanpa surat terdapat potongan 
harga emas yang cukup besar, yang dilakukan oleh salah satu pihak dan 
dapat merugikan pihak lain. 
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D.  Fokus Penelitian 
     Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan 
data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah 
masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu 
informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, 
sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada 
skripsi ini adalah penetapan harga jual emas tanpa surat dalam tinjauan 
hukum Islam. 
E. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Dapat dirumuskan 
permasalahan nya sebagai berikut: 
1. Bagaimana penetapan harga jual emas tanpa adanya surat pada toko 
emas di pasar Kota Agung Tanggamus? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga jual 
emas tanpa surat pada toko emas di pasar Kota Agung? 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian: 
1. Untuk mengetahui penetapan harga jual emas tanpa surat pada 
beberapa toko emas di pasar Kota Agung 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap turunya harga 
emas tanpa adanya surat pada toko emas di pasar Kota Agung. 
G.  Signifikansi Penelitian 
1. Kegunaan teoritis  
8 
 
     Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya mengenai nilai harga jual emas tanpa 
surat. Dan bagaimana menurut pandangan Islam terhadap kasus 
tersebut. 
2. Kegunaan Praktis 
     Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, 
konsumen, pemerintah, terkhusus kepada masyarakat yang sering 
membeli perhiasan emas yang hanya sekedar untuk dipakai saja 
ataupun sebagai investasi, karna masih banyak dari masyarakat yang 
belum tau bagaimana pandagan hukum Islam terhadap harga jual emas 
tanpa surat tersebut. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu 
syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
H.  Metode Penelitian  
1. Pendekatan dan prosedur penelitian 
      Dilihat dari kajian, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti 
yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu dengan cara mencari 
data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang 
akan diteliti.
10
 Di samping itu, peneliti juga menyertakan penelitian 
Pustaka (library research) meskipun data yang nantinya diperoleh 
sebagian besar dari lapangan tetapi, data dari pustaka pun sangat 
berperan penting sebagai acuan teori yang nantinya akan digunakan dan 
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dijadikan dasar-dasar penelitian. Sedangkan penelitian ini bersifat 
deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.
11
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif 
nanalisis kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode 
induktif,  Berpikir induktif ialah suatu proses dalam berfikir yang 
berlangsung dari khusus menuju ke yang umum. Orang mencari ciri-ciri 
atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena, kemudian menarik 
kesimpulan bahwa ciri-ciri itu terdapat pada semua jenis fenomena. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 
skunder 
1).Data Primer  
     Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap 
objek penelitian dengan cara observasi (observation) dan wawancara 
(interview) kepada informan penelitian
12
, yaitu kepada beberapa toko 
emas, serta pembeli yang ingin menjual emas tanpa surat di pasar 
Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Selain 
itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan Hukum Primer 
     Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
bersifat mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam 
penelitian ini Al-Quran dan Hadistt. 
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b. Bahan hukum sekunder 
     Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian hukum ini antar lain buku-buku fiqh 
muamalah terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain 
sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
2). Data Skunder 
     Data skunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari 
sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak 
langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa 
yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti 
buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang 
sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. 
2. Partisipan dan Tempat Penelitian 
          Penelitian bersifat kualitatif memilih lokasi atau partisipan tertentu 
dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan 
pertanyaan penelitian : 
a. Populasi dan Sampel 
1). Populasi 
     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, 





 Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi 
adalah keseluruhan dari subyek penelitian, populasi terdiri dari 
manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, 
peristiwa sebagai sumberdata yang memiliki karakteristik tertentu 
yang diadakan suatu penelitian.
14
 
 Populasi dalam penelitian ini adalah 5 toko emas yang ada di pasar 
Kota Agung, dan 10 yang ingin menjual emas tanpa surat. 
2). Sampel  
     Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam 
suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran 
bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri.
15
 Sampel 
dalam penelitian ini adalah toko emas yang berada di pasar Kota 
Agung dan beberapa pembeli yang menjual emas tanpa surat. 
b. Setting (lokasi riset) 
       Lokasi tempat peneliti ialah toko emas yang berada di pasar Kota 
Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 
c. Prosedur pengumpulan data 
Jenis Pengumpulan data, Penelitian ini dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :  
1). Studi Kepustakaan  
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     Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 
yang dilakukan dengan cara mencari, mengintevigasi dan 
mempelajari tinjauan hukum Islam terhadap jual emas tanpa surat 
tersebut. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa 
dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang 
berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung 
segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan. 
2). Studi Lapangan  
     Studi lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat 
primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke 
lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan cara wawancara.  
 a.  Observasi 
     Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap 
suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang 
berlangsung saat  itu atau masih berjalan yang meliputi 
berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek 
dengan menggunakan penginderaan. Peneliti juga akan 
melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan 
suatu pertanyaan melalui wawancara terstruktur dengan pihak 
terkait dalam hal ini adalah pemilik ataupun karyawan toko 





b.  Wawancara 
     Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang 
bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar 
pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik 
toko atau karyawan toko emas pasar Kota Agung 
Tanggamus. 
c.  Dokumentasi 
          Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal  
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar. 
Menganalisis data sesuai dengan praktek jual beli yang 
terjadi dalam masyarakat. dalam penelitian ini metode 
pengumpulan data dengan cara mengambil gambar lokasi 
penelitian, dan melakukan rekaman pada saat melakukan 
wawancara. 
d.  Prosedur Analisis Data  
     Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data secara 
deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, 
menginterprestasikan, dan mengklasifikasikan dengan 
menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang 
hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat 
14 
 
yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan 
sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajuan 
saran-saran.  
e.  Pemeriksaan keabsahan data 
     Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian. 
     Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara 
berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis 
peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, 
sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu 
cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang 
telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau 
belum.Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat 
dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, 
hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait 
dengan membandingkan hasil penelitian yang telah 
diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan 
semakin cermat dalam membuat laporan yang pada 






     Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam 
pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data 
dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan 
demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 
pengumpulan data, dan waktu. dalam penelitian ini penulis 




3. Menggunakan Bahan Referensi 
     Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 
Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang 
dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau 
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1. Jual Beli Dalam Hukum Islam 
A. Pengertian Jual Beli 
     Jual beli menurut bahasa yaitu mengganti, menjual atau menukar 
sesuatu dengan sesuatu yang lain.
18
 
Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa 
adalah: 
َقا بُِلْوَن َشْيٌء ِبَشْيٍء َعَلى َوْجِو اْلُمَعاِوَضةِ مُ   




Sementara itu jual beli menurut istilah adalah:  
 ُمَباَدَلٌة َماٌل ِبَاٍل ََتِْلْيًكا َوََتِْلْيًكا
Artinya:Menukar harta degan harta yang berimplikasi pada pemindahan 
milik dan kepemilikan”.
20 
Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
Lafal al-bai' dalam arti terminologi fiqh terkadang dipakai untuk 
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pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. 
Dengan demikian, al-bai' mengandung arti menjual sekaligus 
membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) 
secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang 
diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang 
bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, 
bahwa jual beli atau (al-bai'), yaitu tukar menukar harta dengan harta 
pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut 
pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Syari'ah bai' adalah jual beli 
antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.
21
 
     Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan 
jalan suka sama suka (an-taradhin) atau memindahkan kepemilikan 
dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah. 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i adalah jual beli 




     Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan 
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 
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lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 
dibenarkan syara‟ (Hukum Islam).
23
 
B. Dasar Hukum Jual Beli 
     Hukum dasar dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada 
situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (790 H), pakar fikih 
Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi 
memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) 
sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.
24
 
     Jual beli memilik dasar hukum yang kuat baik Al-qur‟an hadits dan 
ijma para ulama. 
1. Al-Quran 
     Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad Saw. Dalam bahasa Arab yang di nukilkan kepada 
generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan 
ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan 
ditutup dengan surat An-Nash. Imam As-Syafi‟i sebagaimana para 
ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber 
hukum Islam yang paling pokok.
25
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Dalam Al-Quran banyak membahas tentang jual beli ayat-ayat tersebut 
antara lain Al-Baqarah (2): 275: 
ِلكَ لَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي ا يَ َتَخبَّطُُو ا ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ  ذََٰ  الشَّ
َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا  َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا  َفَمْن َجاَءُه َمْوعِ  َظٌة ِمْن َربِِّو ِبَأن َُّهْم َقاُلوا ِإَّنَّ
ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر  ُىْم فِ َفانْ تَ َهىَٰ  فَ َلُو َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اللَِّو  َوَمْن َعاَد  يَها َخاِلُدون  َفُأولََٰ  
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 
نُكْم  َوََل يَََٰأي َُّها ٱلَِّذيَن َءامَ  َرًة َعن تَ َراٍض مِّ ِطِل ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِتََٰ َنُكم ِبٱْلبََٰ َلُكم بَ ي ْ ُنوا ََل َتْأُكُلوا أَْموََٰ
 تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم  ِإنَّ ٱللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamuDan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa‟: 29). 
 
2. As-Sunnah 
 َوَعْن َأِب ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم 
َىِب َوْزناِبَوْزَّنِْثاًل ِبِْثٍل،َواْلِفضَُّة بِاْلِفضَِّةَوْزناًِبَوْزَّنِْثاًل  َىُب بِالذَّ  ) اَلذَّ
(فَ ُهَو رِبًاَفَمْن َزاَد َأْو ِاْستَ َزاَد    
Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan 
menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan 
20 
 
sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama 
timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa menambah 




ثَ  اُن َقاََل ثَ َنا ُوَىْيٌب َحدَّ ثَ َنا ََيََْي ْبُن ِإْسَحاَق َوَعفَّ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن طَاُوسٍ َحدَّ  
َوَسلَّمَ  َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍدَأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيوِ َعْن اْبِن َعبَّاس  
َا الرِّبَا ِف النَِّسيَئةِ َقاَل ََل رِبَا ِفيَما َكاَن َيًدا بَِيٍد َقاَل يَ ْعِِن ِإَّنَّ  
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq dan 
'Affan keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 
Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Usamah bin 
Zaid bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Bukanlah termasuk riba jual beli secara kontan, 
hanyasanya riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan 




Ijma‟ merupakan suatu kesepakatan seluruh ulama mujtahidin di 
antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. 
Atau hukum syar‟i mengenai suatu kejadian atau kasus, tentang 
diperbolehkannya melakukan jual beli.
28
 
     Berdasarkan nash di atas ulama Mujtahidin telah ber ijma‟ tentang 
kebolehan jual beli dan hikmah yang tergantung di dalamnya. Manusia 
merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan 
orang lainnya. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu 
pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam 
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rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan 
kesulitan dalam kehidupan manusia diperbolehkan.
29
 
Berdasarkan Al-Qur‟an, Hadits dan Ijma‟. Jual beli diperbolehkan 
(dihalalalkan oleh Allah Swt) asalkan didasarkan suka sama suka dan 
tidak melanggar apa yang telah ditetapkan didalam hukum Islam 
mengenai jual beli. 
     Hukum jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah dan wajib atas 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang 
diharamkan oleh syara‟ seperti menjual benda najis. 
b. Hukum jual beli menjadi mubah, apabila melakukan transaksi 
ketika sudah selesai. 
c. Hukum jual beli menjadi sunnah, apabila seseorang  bersumpah 
menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan hal 
demikian itu sunnah. 
d. Hukum jual beli menjadi wajib, pada saat dorurat atau terpaksa 
yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman 
sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
30
 
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 
1. Rukun Jual Beli 
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     Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 
rukun-rukun jual beli yaitu:  
a). Pihak-pihak yang berakad 
     pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, 
kelompok orang, persekutuan atau badan usaha. Orang yang 
berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
31
 
b). Objek akad 
Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 
dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, 
bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserah terimakan.
32
 
 c). Tujuan Pokok akad 
     Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 
pengembangan usaha masing-masing pihak mengadakan akad.
33
 
 d). Kesepakatan 
     Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, 
tulisan dan ataupun perbuatan.
34
 Menurut jumhur ulama rukun 
jual beli meliputi: 
1). Bai (penjual) 
2). Mustari (Pembeli) 
3). Sighat (ijab dan qabul)  
4). Mauqudalaih (benda atau barang).
35
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     Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam 
melakukan transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah 
memenuhi rukun-rukun jual beli tersebut. 
2. Syarat Jual Beli 
Suatu jual beli yang dilakuakan oleh pihak penjual dan pihak 
pembeli agar menjadi sah, haruslah memenuhi syarat yaitu: 
a). Dua orang yang berakad 
1. Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akad nya 
orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akad nya anak 
kecil. 
2. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik itu terlaranag 
hak dirinya atau yang lainnya. 
3. Tidak dalam keadaan terpaksa dalam melakukan akad. 
Karena adanya kerelan bagi kedua belah pihak.
36
 
     Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang 
melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. 
1. Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakuan anak kecil 
yang belum berakal dan orang gila, hukum nya tidak sah. 
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda . 
artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 
bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
37
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     Syarat khusus jual beli menurut kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah yaitu: 
1. Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli di 
pandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-
pihak. 
2. Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu 




b). Objek Jual Beli 
     Objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab 
terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai 
objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut. 
1. Bersih barangnya 
2. Dapat dimanfaatlkan  
3. Milik orang yang melakukan akad 
4. Mampu menyerahkan 
5. Mengetahui 
6. Barang yang diakadkan ada ditangan.
39
 
c).  IjabQabul 
1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. 
2. Qabul sesuai dengan ijab. 
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3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. 
d). Alat tukar 
Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman 
(harga pasar yang berlaku ditengan-tengah masyarakat secara 
aktual), sebagai berikut: 
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas 
jumlahnya. 
2.  Boleh diserahkan pada waktu akad. 
3.  Apabila jual beli itu dlakukan dengan saling 
mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai 
tukar bukan barang yang diharamkan syara‟.
40
 
     Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi, maka 
barulah secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah 
dan mengikat , dan oleh sebab itu, pihak penjual dan pembeli 
tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut. 
D. Jual Beli yang dilarang 
     Rasulullah SAW. Melarang jual beli barang yang terdapat unsur 
penipuan yang dapat mengakibakan adanya penyesalan phak yang ikut 
transaksi jual beli. Selain itu dengan adanya jual beli dapat 
mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan 
sebagai transaksi jual beli.
41
 Perbedaan pendapat terhadap kebolehan 
memerjualbelikan sebagai najis berawal dari perbedaan mereka dalam 
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menetapkan ilat diharamkan memperjualbelikan najis tersebut, yakni 
apakah karna benda itu najis atau karna benda itu tidak dianggap 
sebagai harta dalam Islam.  
     Ulama madzhab Syafi‟i, madzhab Maliki, mazhab Hambali 
(Jumhur Ulama) berpendirian bahwa ilat keharaman 
memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah karena kenajisannya 
haram diperjualbelikan. Seperi darah, bangkai, babi, dan anjing. Akan 
tetapi dikalangan sebagian ulama Madzhab Malikiada pendapat yang 




1. Barang yang dihukumi najis oleh Agama, seperti anjing, babi, 
berhala, bangkai dan khamr. 
2. Jual beli sperma (mani)  hewan, seperti mengawinkan seekor 
domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan, 
jual beli hewan ini diharamkan. 
3. Jual beli binatang yang masih dalam perut induknya jual beli ini 
diarang karena barangnya belum ada. 
4. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau disawah, jual beli 
dengan menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen. 
dia menyebutkan hadits yang sama. 
5. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh 
menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan 
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tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang 
menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang 
karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan 
kerugian bagi salah satu pihak. 
6. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar 
melempar seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa 
yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada 
padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal 
ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul. 
7. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah 
dengan buah yang kering, seperi menjual padi kering dengan 
bayaran padi baah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga 
akan merugikan pemilik padi kering.  
8. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.  
9. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir 
sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga. 
10. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada 
kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih 
di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus 
tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang. 
11. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti 
seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yg dikecualikan salah 
satu bagian nya. Jual beli ini sah jika pengecualian nya jelas. 
28 
 
Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli 
tersebut batal. 
12. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini 





     Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam 
pengertian lain linguistik riba juga berarti “tumbuh” dan 
“membesar”.
44
 Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti 
pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil.
45
 
Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam 
penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, 
tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda 
pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan 
dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang 
diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan Penjualan rupiah 
dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda 
serah terima tersebut maka ada unsur riba.
46
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     Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mendefinisikan riba sebagai 
“tambahan (ziyâdah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan 
dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang 
disebut riba nasî‟ah”. Para modernis dan pakar ekonomi 
mendefinisikan riba sebagai “suatu kelebihan” atau “kelebihan yang 
sangat besar jumlahnya”. Beberapa ulama sepakat bahwa jenis yang 
kedualah yang bisa menimbulkan terjadinya “riba”. Para ulama 
mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat 




     Beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum 
ditegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam 
transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau 
bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.  
     Ibn al-„Arabi al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran, 
sebagaimana dikutip Syafi‟i Antonio, menjelaskan pengertian riba 
secara bahasa adalah tambahan (ziyadah), namun yang dimaksud riba 
dalam ayat Qurani yaitu “setiap penambahan yang diambil tanpa 
adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan 
syariah”.Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu 
transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan 
tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, atau bagi hasil 
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proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa 
karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurun nya 
nilai ekonomi suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil 
misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika 
dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar 
harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam 
proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan 
keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta 




     Riba  dalam Al-Quran terulang sebanyak delapan kali terdapat 
dalam empat surah, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-
Rum. Tiga di antaranya adalah termasuk kelompok surat Madaniyyah, 
sedangkan surah Al-Rum tergolong surat Makkiyyah. Ini berarti 
bahwa surah Al-Rûm adalah surah pertama yang turun dan 
membicarakan tentang riba. Pembicaraan Al-Quran tentang riba sama 
dengan tahapan pembicaraan tentang khamr. Pada tahap pertama 
sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (Al-
Rum[30]:39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya 
(An-Nisa [4]:161), selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit 
dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali- Imran [3]: 130), dan 
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pada tahap terakhir, diharamkan secara total dalam berbagai 
bentuknya (Al-Baqarah [2]: 278-279). 
     Dalam pembagian bentuk-bentuk riba terdapat perbedaan di 
kalangan para ulama. Ada yang membagi riba ke dalam dua bentuk, 
yaitu riba fadl dan riba nasi‟ah. Sebagian membaginya ke dalam tiga 
bentuk, yaitu riba fadl, riba nasî‟ah dan riba jahiliyyah, atau riba  fadl, 
riba nasi‟ah, dan riba yad. Sebagian lain membaginya ke dalam empat 
bentuk, yaitu riba fadl, riba nasi‟ah, riba yad, dan riba qard.
49
 
Perbedaan pembagian bentuk-bentuk riba tersebut dapat dimaklumi. 
Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara penafsiran dan kajian yang 
berbeda yang dilakukan oleh para ulama fikih terhadap ayat-ayat Al-
Quran dan Hadist tentang riba. Jika merujuk pada ayat-ayat Al-Quran 
dan Hadist maka riba terbagi menjadi dua, yaitu: 
1. Riba Fadl 
      Riba Fadl disebut juga riba buyu‟, yaitu riba yang timbul akibat 
pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama 
kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (sawa-an bi 
sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan biyadin). 
Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan 
bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang 
dipertukarkan. Riba al-Fadhl, jenis riba yang melebihkan salah 
satu dari dua barang yang diperjual belikan (dibarter) 
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pengharamannya masuk dalam kategori menutup jalan (sadal-
zari‟ah) yang menuju ke riba al-Nasi‟ah.
50
 
2. Riba Nasi‟ah 
     Istilah nasi‟ah berasal dari kata An-nisa‟ yang berarti menunda 
menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang 
diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali hutang 
dengan memberikan “tambahan” atau “premi”. Karena itu, riba 
nasi‟ah mengacu kepada bunga dalam utang. Dalam arti inilah, 
istilah riba dipergunakan dalam Q.s al-Baqarah [2]:275“…dan 
Allah mengharamkan riba”. Arti ini juga yang ditunjukkan oleh 
sabda Rasulullah Saw. ketika beliau mengatakan, “Tidak ada riba 
kecuali nasi‟ah”.
51
 Riba Nasi‟ah disebut juga ba‟i duyun, yaitu 
riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi 
kriteria “untung muncul bersama risiko” (al-ghunmu bil ghunmi) 
dan“hasil usaha muncul bersama biaya” (al-kharajbi dhaman).  
     Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban 
menanggung beban, karena hanya berjalannya waktu. Nasi‟ah  
adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang 
ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawil lainnya. 
Riba nasi‟ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau 
tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang 
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 Jenis riba ini yang bisa dilakukan 
oleh orang-orang jahiliyah, seperti seseorang yang memberi 
tenggang pembayaran utang akan tetapi ia menambah hutang 
tersebut dan setiap kali mengakhirkan pembayaran maka 
bertambah pulalah yang akan dibayar sehingga hutang yang 
hanya bernilai seratus bisa jadi mencapai ribuan. 
     Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah 
mengeluarkan fatwa tentang status hukum riba dan bunga. 
Pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi 
kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. yaitu riba 
nasî‟ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk 
salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya” Kedua, praktik 
penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan 
oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan 
lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
53
 
      Menurut M. Quraish Shihab, pembahasan riba yang 
diharamkan Al-Quran dapat dikaji dengan menganalisis lebih 
khusus lagi kata-kata kunci dari ayat-ayat landasan hukum riba 
yang disebutkan di atas, yaitu: 
a. adh„âfan mudhâ„afan  (Q.s. Ali Imrân[3]: 130)  
b.  mâ baqiya min al-ribâ  (Q.s.al-Baqarah [2]: 278); 
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c. fa lakum ru„ûsuamwâlikum (Q.s. al-Baqarah [2]: 279); dan 
d.  lâ tazlimûna wa lâ tuzhlamûn  (Q.s. alBaqarah[2]:279).
54
 
Kata adh„âfan mudhâ„afan berarti “berlipat ganda”. Lalu timbul 
pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya penambahan yang 
berlipat ganda ataukah segala bentuk penambahan dalam kondisi 
tertentu? Bagi mereka yang berpegang pada teks tersebut 
menyatakan bahwa ini merupakan syarat keharaman. Artinya bila 
tidak berlipat ganda maka tidak haram. Sedangkan pihak lain 
menyatakan bahwa teks tersebut bukan merupakan syarat tetapi 
penjelasan tentang bentuk riba pada masa jahiliyah, sehingga 
sekalipun tidak berlipat ganda tetap hukumnya haram. 
     M. Quraish Shihab menyatakan bahwa jawabannya ada pada 
kata kunci berikutnya, yaitu  falakum ru„ûsu amwâlikum  (bagimu 
modal-modal kamu) (Q.s. al-Baqarah [2]:279). 
َن ٱللَِّو َوَرُسوِلوِ  ِلُكْم ََل   ۦَفِإن َّلَّْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا ِِبَْرٍب مِّ َوِإن تُ ْبُتْم فَ َلُكْم رُُءوُس أَْموََٰ
 َتْظِلُموَن َوََل تُْظَلُمونَ 
Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 
pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu 
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
 
     Seperti yang diuraikan dalam Al-Quran di atas bahwa riba 
hukumnya haram., yang berhak mereka peroleh hanyalah modal-
modal mereka. Artinya setiap penambahan ataupun kelebihan dari 
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modal mereka tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama 
dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini 
tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian kata kunci ini 
menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan 
baik berlipat ganda atau tidak, telah diharamkan Al-Quran dengan 
turunnya ayat tersebut. Ini berarti bahwa kata  adh„afan 
mudha„afan bukan merupakan syarat tetapi sekedar penjelasan 
tentang riba yang sudah lumrah mereka praktikkan. 
     Dengan demikian yang diharamkan adalah segala bentuk 
kelebihan. Namun perlu untuk digaris bawahi bahwa kelebihan 
yang dimaksud adalah dalam kodisi yang sama, seperti yang 
terjadi pada masa turunnya Al-Quran dan yang diisyaratkan oleh 
penutupayat 279 surat al-Baqarah tersebut, yaitu latazlimuna wa 
la tuzhlamun (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).
55
 
Di kalangan para ahli fikih, ada perbedaan pendapat dalam 
memandang „illat hukum riba dan bunga bank, sebagian 
mengatakan „illat riba dan bunga bank itu sama, yaitu adanya 
tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Pandangan ini dianut 
oleh ahli fikih Islam kontemporer, yaitu Abu Zahrah, Wahbah al-
Zuhaili, Yusuf al-Qaradhawi (ahli fikih Timur Tengah), Abdul 
Mannan, Syafi‟i Antonio, Adiwarman A. Karim (ahli hukum 
Islam dan praktisi perbankan Syariah Indonesia). 
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     Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa pengharaman riba 
dalam Al-Quran tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin 
Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka 
ketahui bentuknya. Segala kelebihan dari modal adalah riba, 
sedikit maupun banyak. Setiap tambahan dari modal yang 
disyaratkan atau ditentukan di awal, semata dikarenakan adanya 
unsur tenggang waktu adalah riba. Pemahaman riba ini sesuai 
dengan Q.s. al-Baqarah [2]:278-279.
56
 Wahbah al-Zuhaylî 
sebagaimana dikutip dalam Mas‟adi, mengkategorikan bunga 
bank sebagai riba nasî‟ah, karena kelebihan atau tambahan yang 
dipungut tidak disertai imbalan, melainkan karena semata-mata 




     Kata gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. 
Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau 
risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan 
penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung 
risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam 
Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya 
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komersil  disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak 
yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar.
58
 
     Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, 
adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitasdan 
ketidak pastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang 
dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak 
terhadap pihak lainnya. Al-Quran dengan tegas telah melarang semua 
transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala 
bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk 
penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak 
semestinya atau risiko yang menuju ketidak pastian di dalam suatu 
bisnis atau sejenisnya. Dalam Q.s.al-An‟am[6]:152 dijelaskan sebagai 
berikut: 
هُ  ُلَغ َأُشدَّ َٰ يَ ب ْ َوَأْوُفوا ٱْلَكْيَل َوٱْلِميَزاَن   ۥَوََل تَ ْقَربُوا َماَل ٱْلَيِتيِم ِإَلَّ ِبٱلَِِّت ِىَى َأْحَسُن َحِتَّ
َفٱْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قُ ْرََبَٰ  َوِبَعْهِد ٱللَِّو  ِبٱْلِقْسِط  ََل نَُكلُِّف نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها  َوِإَذا قُ ْلُتمْ 
ُكم ِبوِ  ىَٰ ِلُكْم َوصَّ ُرونَ  ۦَأْوُفوا ذََٰ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ  
Artinya:Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami 
tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah 
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan 
penuh ilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah 
kepada mu agar kamu ingat. (Q.s al-An‟am [6]:152). 
 
     Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya 
melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada 
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unsur ghararnya hukumnya tidak boleh. Bisnis yang sifatnya gharar 
tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak 
dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, 
barangnya, keselamatannya, kondisi barang, waktu memperolehnya. 
Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui 
batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan 
dalam konsep fikih yang termasuk ke dalam jenis gharar adalah 
membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah 
dipohon, praktik gharar ini tidak dibenarkan salah satunya dengan 
tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua 
belah pihak. Lebih jelasnya, gharar merupakan situasi dimana terjadi 
uncomplete information karena adanya ketidak pastian kedua belah 
pihak yang bertransaksi. Dalam gharar ini, kedua belah pihak sama-
sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. 
Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya 
bersifat pasti menjadi tidak pasti. 
     Sebagaimana riba, gharar juga mendapat larangan tegas meskipun 
sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih gharar dimaklumi apabila 
dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan 
kesulitan besar (dharurah). Banyak Hadist yang menyatakan tentang 
konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidak pastian. Atas 
dasar banyaknya Hadist yang melarang tentang gharar tersebut, 
Vogel secara terang-terangan telah melarang gharar dalam spektrum 
39 
 
menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak 
pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidak tepatan. Ia 
menyimpulkan bahwa, gharar muncul disebabkan, 1).Oleh karena 
ketiadaan pengetahuan (jahl: ketidaktahuan), 2). Sebab obyek 
sekarang tidak ada, 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.
59
 
Kalau dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang 
sifatnya gharar terbagi menjadi tiga: 
1. Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma‟. 
Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang 
masih di udara.  
2.  Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma‟. 
Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah). 
3. Bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih 
diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak 
sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan  
     Menurut para ulama jenis dan tingkatan gharar itu berbeda-beda. 
Pertama, gharar berat. Batasan gharar berat yaitu “huwama kana 
ghaliyan fî al-„aqdi hatta shara al„aqduyusofubih” gharar [berat] itu 
adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad 
tersebut). Contoh gharar berat ini, yaitu menjual buah buahan yang 
belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa 
batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak 
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pasti ada pada waktu penyerahan. Gharar jenis ini hukumnya haram, 
karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad 
yang disepakati tidak sah. 
     Kedua, gharar ringan, yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan 
dalam setiap akad dan dimaklumi menurut „urf tujjâr( tradisi pebisnis) 
sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan 
gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, 
menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah 
harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu 
yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar jenis 
ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.
60
 
     Secara etika pelarangan riba dikarenakan tidak etis melakukan 
transaksi yang mengeksploitasi pihak lain. Secara ekonomi ini 
tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. 
Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang 
bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak 
menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan 
barang. Hal yang sama dengan gharar. Secara etika pelarangan 
gharar dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas 
dan mengandung ketidak pastian kedua belak pihak. Secara ekonomi 
ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak 
lain. Gharar ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang 
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bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak 
mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan 
permusuhan di antara yang bertransaksi.
61
 
Harus kita cermati bahwa, mengapa Islam melarang riba dan gharar. 
Sebab ribadan gharar merupakan suatu sikap yang menyalahi nilai-
nilai yang telah ada dalam Islam itu sendiri, baik itu dari segi etika, 
moral dan akhlak. Secara umum nilai-nilai (etika) Islam dirangkum 
dalam empat prinsip pokok: 
1. Tauhid. Prinsip ini mengantarkan manusia mengakui bahwa 
keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala 
sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir kepada Allah. 
Prinsip ini menghasilkan “kesatuan-kesatuan” yang beredar dalam 
orbit tauhid. Kesatuan itu antara lain, kesatuan kemanusiaan, 
kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat. 
2. Keseimbangan. Prinsip ini mengantarkan manusia Muslim 
meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan 
seimbang dan serasi. (Q.s. al-Mulk [67]:3). Prinsip ini menuntun 
prinsip-prinsip yang lainnya. 
3. Kehendak bebas. Merupakan prinsip yang mengantarkan seorang 
Muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, 
namun juga Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk 
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memilih jalannya sendiri, baik itu yang baik ataupun yang buruk. 
Inilah kemudian, dasar lahirnya prinsip tanggung jawab. 
4. Tanggung jawab. Manusia sebagai individu dan kolektivitas 
mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, 
tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.
62
 
Dengan menjadikan wahyu sebagai pengetahuan tertinggi tentang 
kriteria yang baik dan yang buruk, maka ajaran Islam tentang 
etika dan moral bersifat mutlak, yang menganggap riba dan 
gharar merupakan suatu bentuk yang menyalahi kaidah moral 
dan etika Islam. Selain bersifat mutlak tersebut etika Islam juga 
sifatnya permanen, eternal dan universal. Ia tidak tunduk terhadap 
ruang dan waktu tapi mengatasi ruang dan waktu. Nilai-nilai 
moral dalam Islam berlaku untuk semua orang dan semua tempat 
tanpa memandang latar belakang etnis kesukuan, kebangsaan, 
dan keadaan sosio kultural serta lingkungan geografis mereka. 
Dalam Islam hanya terdapat kodemoral untuk semua orang. 
F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Emas 
     Emas merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak 
manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Lantaran 
kelangkaan dan keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya 
uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu.  Dari 
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sisi ini, Syariat memandang emas dengan pandangan tersendiri, dan 
mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup.
63
 
     Emas sudah dipakai pada zaman Nabi Musa dan Qarun, harta karun 
secara bahasa artinya harta yang banyak berlimpah dan ditemukan 
didasar laut atau didalam gua didalam tanah. Bukan diperoleh dari 
hasil kerja berat. Sebenarnya istilah harta karun berhubungan dengan 
seorang kaya raya dari Bani Israel yang namanya Qarun. Dia hidup 
dizaman Nabi Musa AS. Pada mulanya Qarun hanyalah seorang 
pemuda miskin yang taat beribadah. Kagum melihat ketekunannya 
beribadah dan iba melihat kemiskinannya, Nabi Musa memberi Qarun 
ilmu Kimia sehingga ia memiliki keahlian mengolah emas. Dengan 
keahliannya itulah Qarun yang miskin berwirausaha sehingga menjadi 
seorang yang kaya raya. Kekayaan rupanya mengubah perilaku Qarun. 




Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
َىبِ  آنَِيةِ  ِف  َتْشَربُوا لَوََل َتْأُكُلوا ِف ِصَحاِفَها َواْلِفضَِّة  الذَّ  
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Artinya: “Janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak dan 




Dalam hadits  dari Ummu Salamah radhiallahu „anha, Rasulullah 
shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. 
َا ُُيَْرِجُر ِف َبْطِنِو نَاَر َجَهنَّمَ   الَِّذي َيْشَرُب ِف آنَِيِة اْلِفضَِّة ِإَّنَّ
Artinya: “Orang yang minum dari bejana perak, maka sesungguhnya 




     Hadits di atas menjelaskan bahwa larangan menggunakan bejana dari 
emas dan perak sebagai piring sendok gelas dan lain sebagainya yang 
digunakan untuk makan dan minum, dihukumi haram meskipun makanan 
yang dimakan halal. Dalam hadits dijelaskan pula orang yang minum dari 
bejana perak maka sesungguhnya dia telah memasukkan api neraka 
kedalam perutnya, sudah jelas bahwa jika menggunakan bejana emas 
maupun perak dihukumi haram dan dosa besar. Lalu bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap penggunaan emas sebagai perhiasan. 
Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam Buhuts fi al-
Iqtishd al-Islamiy status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai 
tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap 
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keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib 
adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang 
jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli 
sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali 
emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang 
menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, 
uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara 
yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) 




Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman Hadist-
Hadist tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau 
menjual emas dengan emas,dan perak dengan perak, kecuali 
secaratunai.Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, 
alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran 
maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama 
yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut: 
Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti 




     Perdagangan emas memiliki sejarah panjang. Ditemukan pada zaman 
kuno, emas telah menjadi tanda posisi kekayaan dan sosial dibanyak 
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masyarakat sejak pertama kali digunakan sebagai mata uang. Emas saat ini 
masih merupakan bahan penting perdagangan dan bisnis. Negara menilai 
emas sebagai ukuran kekayaan dan basis pertukaran. Individu nilai emas 
sebagai asuransi karena uang kertas tidak selalu pasti. Emas memiliki efek 
pada pasar keuangan dunia hari ini dan akan ke masa depan.
69
 
      Sebelum lahirnya uang, emas sudah ada sejak lama dijadikan sebagai 
barang pembanding dan nilai tukar untuk berbagai keperluan manusia. 
Sifatnya yang tahan karat, tidak mudah terurai, dan langkah menjadikan 
bahan tambang yang satu ini dikenal sebagai barang tambang istimewa. 
Bersama dengan perak dan platina, emas dikenal sebagai golongan logam 
mulia. Bahkan meskipun bersama dengan perak danplatina, emas tetap 
yang diutamakan. Dalam perkembangan ekonomi modern, pada mulanya 
banyak bank sentral Negara-negara menjamin nilai tukar mata uangnya 
dengan emas. Berjalan dengan waktu dan terbentuknya peradaban modern, 
bank sentral berangsur angsur tidak lagi menjamin uang kertas yang 
mereka keluarkan dengan emas dan menjadikan emas justru salah satu 
komoditas pandangan seperti layaknya barang-barang lain diluar sana. Ini 
dikarenakan kepercayaan publik telah jauh lebih baik terhadap 
pemerintahnya. Bank Indonesia juga pernah menjamin rupiah yang mereka 
terbitkan dengan emas pada awal-awal kemerdekaan Indonesia.
70
Emas 
bukan hanya untuk perhiasan saja, namun emas menjadi salah satu yang 
sangat diminati sebagai alat untuk investasi, lalu mengapa emas atau gold 
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yang paling diminati untuk investasi oleh banyak orang?, emas dikenal 
sebagai alat investasi yangselalu menguntungkan. Orang membeli emas 
untuk melindungi nilai mata uangnya yang terkena resiko inflasi.
71
 
     Dalam fiqh muamalah prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya 
boleh dan halal keuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangya, ini 
merupakan kebalikan dari prinsip hukum dalam fikih ibadah, dimana suatu 
ritual ibadah dianggap batal sampai ada dalil yang melegitimasinya. 
Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah:  
“Hukum asal dalam ibadah adalah batal sehingga ada dalil yang 
memerintahkan nya, sedangkan hukum asal dalam akad dan muamalat 




     Ketika dihadapkan pada satu kasus muamalah kontemporer yang tidak 
ada petunjuk langsung baik dari Al-Qur‟an, sunnah maupun ijtihad ulama 
terdahulu, kita harus memandang kasus tersebut dengan praduga halal dan 
boleh selama tidak ditemukan adanya indikasi unsur-unsur haram yang ada 
dalam transaksi tersebut. Pertanyaan pertama yang dilontarkan bukan 
“adakah dalil yang memperbolehkan” sehingga kalau jawabannya tidak 
ada, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh. Fikih muamalah 
selalu memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan maslahat 
dan mudarat bagi kehidupan manusia dibalik setiap hukum nya. Berbeda 
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dengan ibadah dimana tata cara ritual ibadah tertentu tidak bisa dijangkau 
oleh nalar manusia. 
     Dalam Fikih muamalah transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, 
di balik setiap larangannya ada illat atau alasan hukum yang bisa ditakar 
dengan nalar manusia baik karna ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau 
kemudaratan yang ingin dihindari. Seperti keharaman riba untuk 
menghindari adanya tindakan eksploitasi dari kreditur terhadap debitur, 
atau keharaman maisir (judi) untuk menghindari kemalasan kerja, 
keharaman gharar untuk mrerealisasikan prinsip saling rida, („antaradhin) 
dalam jual beli dan menghindari unsur ketidak pastian (gameofchance) 
sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya. 
     Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menandaskan bahwa penerapan hukum 
yang tidak dilandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan 
hikmah maka sesungguhnya telah terjadi pemerkosaan takwil. Apa yang 
diterapkannya bukanlah substansi syariat tetapi dipaksakan diterapkan 
karena kedangkalan ilmu yang mereka miliki. Untuk itu dalam mengkaji 
kasus-kasus kontemporer terkait dengan tema muamalah kita tidak bisa 
lepas dari pertimbangan maqashidus syari‟ah sebagai substansi dari 
penetapan hukum. Panduan Nabi berkaitan dengan pertimbangan maslahat 
dalam muamalah salah satunya adalah ketika Nabi membolehkan jual beli 
salam yaitu menjual belikan barang di mana ketika transaksi dilakukan, 
barangnya belum ada, hanya terjadi pembayaran dan penyebutan 
spesifikasi barang yang akan diserahkan dalam jangka waktu yang 
49 
 
disepakati. Hal ini pada dasarnya dilarang, sebab nabi pernah melarang 
jual beli barang yang belum dimiliki atau belum ada. Tetapi karena paktik 
itu sudah menjadi tradisi di Madinah dimana orang-orang mendapatkan 
kemudahan dengan transaksi itu , Nabi pun memperbolekan dengan syarat 
spesifikasi barang dan waktu sudah jelas. 
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B. Tinjauan Pustaka 
1. Skripsi yang ditulis oleh Era Wahyuni, dengan judul “Analisis Praktik 
Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli 
Emas Dalam Perspektif Hukum Islam” kesimpulan pada skripsi ini 
adalah dalam praktik penambahan dan pengurangan pada nilai harga 
jual beli emas belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam 
praktik tersebut hampir tidak terdapat transparansi antara penjual dan 
pembeli pada penetapan ongkos pembuatan emas, sehingga dalam 
transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi hak nya untuk 
mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas, 
dalam Islam mekanisme pasar dibangun atas kebebasan individu sesuai 
dengan yang disukai kedua belah pihak dan tidak menimbulkan 
kerugian pada pihak manapun. Dalam metode penelitian yang ditulis 
oleh Era Wahyui disini lebih menekan apakah ada usur gharar atau 
tidak karna dalam jual beli haruslah jujur tanpa ada paksaan atau 
penipuan dalam jual beli tersebut. Dalam skripsi ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif. 
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Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah, dari segi 
objek yang dibahas yaitu emas, membahas mengenai potongan harga, 
metode penelitian yang digunakan sama, yaitu (field research) 
penelitian lapangan, Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu 
dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih 
mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis lalu disimpulkan. 
Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian, skripsi yang ditulis oleh 
Era Wahyuni di Pasar Aceh provinsi Aceh, skripsi yang ditulis oleh 
penulis lokasi penelitiannya di Pasar Kota Agung Tanggamus provinsi 
Lampung, Topik permasalahan yang dibahas, pada skripsi Era 
Wahyuni bukan hanya membahas mengenai pengurangan namun juga 
menambahan harga emas, yang dilakukan oleh sepihak. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Aida Rachman dengan judul, Jual Beli Emas 
Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer. Membahas 
tentang bagaimana jual beli emas secara kredit menurut hukum Islam. 
Jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat 2 
pendapat. Kesimpulan pada skripsi ini adalah dilarang: pendapat ini 
didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari madzhab Hanafi,  
Maliki, Syafi‟I, dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al-
Bani. Dan boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, 
Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. 
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Ulama yang melarang, berpendapat bahwa emas dan perak adalah 
tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh 
dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal ini 
menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan, 
berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara 
tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai 
tsaman (harga) melainkan sil‟ah (barang). 
Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah, objek 
penelitiannya adalah emas. 
Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah, lokasi 
penenelitian, topik permasalahan yang dibahas, dalam skripsi yang 
ditulis Aida Rachman, membahas mengenai ketidak bolehan jual 
beli secara kredit, skripsi yang ditulis oleh penulis membahas 
potongan harga jual emas karena tidak adanya surat. 
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